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<b>ABSTRAK</b><br>

Gagasan akan adanya Hakim Komisaris semakin gencar dilakukan setelah diratifikasinya Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik atau International Covenant for Civil and Political Rights
(ICCPR) melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 dalam salah satu ketentuan konvensi tersebut,
mengisyaratkan bahwa apapun tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum harus segera
dihadapkan ke depan sidang pengadilan. Hakim Komisaris juga diperlukan untuk mengurangi tindakan
sewenang-wenang yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa menggantikan
lembaga praperadilan yang dinilai kurang bisa mengantisipasi kesewenang-wenangan tersebut. Hal yang
menarik dengan dimasukkannya Hakim Komisaris dalam rancangan hukum acara pidana adal ah persoalan
jaminan perlindungan hak asas manusia bagi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana.
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi, kemerdekaan
dan kebebasan seseorang. Penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang,
dan penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman
orang dan bentuk perampasan hak lainnya. Hal ini menjadi perhatian yang serius karena dalam proses
pemeriksaan perkara pidana, prosedur pemeriksaan perkara pidana melalui tahapan-tahapan pemeriksaan
merupakan instrumen keadilan pada tahap pertama yang dikenal dengan keadilan prosedural. Pada bagian
ini dituntut ditegakkannya asas-asas hukum dalam rangka penghormatan terhadap hak-hak tersangka. Oleh
sebab itu, proses peradilan yang adil merupakan hak mutlak bagi tersangkalterdakwa yang harus dipenuhi
dalam penegakan hukum pidana. Sedangkan bagian kedua adalah keadilan substansial yang bergantung
kepada keadilan yang pertama. Artinya jika prosedurnyayang adil yang diatur dalam hukum acara pidana
atau hukum pidana formil sudah ditegakkan, merupakan prasyarat terwujudnya keadilan substansial yang
diatur dalam hukum pidana materiil, sebaliknya prosedur yang tidak adil tidak dapat melahirkan keadilan
substansial. Atas dasar argumen hukum tersebut, persoalan keberadaan hakim komisaristidak bisa
dilepaskan daripada fungsi hukum acara pidana yang bertujuan mencari dan menemukan kebenaran materiil
atau kebenaran hakiki dalam menegakkan hukum pidana materiil.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

More and more idea on Hakim Komisarisis highly conducted upon identification of International Covenant
in terms of International Covenant for Civil and Political Rights (ICCPR) by Laws of 2005 No.12 in which
had been required that whatever forceful efforts by law enforcer(s) immediately, it should be brought
before the court. For reducing arbitrary commitment conducted by law enforcer(s) then, aso it isrequired
Hakim Komisarisin order to substitute other institution who may not be able to minimizeit. Any interesting
case to include Hakim Komisaris into draft of criminal procedural law isinsurance of human right
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protection for theaccused in criminal proceedings. lllegal detention and arrest is serious violation on human
rights, independence and individual freedom. Illegal seizure is serious violation against individual property
and illegal shakedown is serious violation against individual residential conveniency/privacy and other
rights deprivation. It had become serious case because in investigation process of criminal case there are
stages, i.e, procedural judicial, in this stage the enforcement of law principlesin order to revere the accused
rightsis very required. However fair/justice judical process is absolute right for the accused to be met for
enforcement of criminal law. And subsequently, substancial judicial it is depend on the first one. It means
provided that fair/justice procedure as setout in criminal procedural law or formil criminal law had been met,
itisprerequisite of substantial judicia manifestation as setout in material criminal law, conversely,

untai r/unjustice one may not bring about substantial judicial. Based on such law argument, existence
problem of Hakim Komisaris may not be released from function of criminal procedural law which of target
if finding out or discovering material or real truth in order to enforce material procedural law.



